	
Harian    	
	:
	Mercusuar
	Kasubaud
Sulteng II

	Hari, tanggal
	:
	Selasa, 7 Mei 2013
	

	Keterangan
	:
	Halaman  1 Kolom 4-6; 11 Kolom 10-12;
	

	Entitas
	:
	Kabupaten Parigi Moutong
	




[image: C:\Users\USER\Pictures\KLIPING\2013\05. Mei\2013-05-07\10-05-2013 12-09-52_0401.jpg]
[image: C:\Users\USER\Pictures\KLIPING\2013\05. Mei\2013-05-07\10-05-2013 12-11-12_0402.jpg]
image1.jpeg
Pemkab Bantah, Pungutan
Boyantongo ‘Menggila’

PARMOUT,MERCUSUAR-
Laporan para sopir truk yang
menjadi korban pungutan dari
sekelompok oknum warga
di jembatan bely (darurat)
di Desa Dolago Kecamatan
Parigi Selatan Kabupaten
Parigi Moutong (Parmout),
terkesan dibantah oleh pe-
laksana tugas (PIt) Sekretaris
Kabupaten (Sekkab) Parmout

Ekka Pontoh.

“Saya belum tahu masa-
lah pungutan itu,” ujar Ekka
Pontoh, Senin (6/5/2013).

Bantahan Ekka Pontoh ter-
sebut berdasarkan laporan
pihak Dishub bahwa tidak ada
pungutan di jembatan terse-
but. Kalau pun ada, itu hanya
mungkin inisiatif dari warga
karena kepedulian mereka

terhadap kelancaran lalulint-
as yang melewati jembatan
tersebut. .

Namun yang jelasnya, pihak-
nya sudah menginstruksikan
kepada PU, Pol PP dan Dishub
untuk tidak melakukan pungu-
tan di jembatan bely.

Sementara itu, Ketua Komisi

Baca BANTAH di hal. 11
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Il DPRD Kabupaten (Dekab)
Parigi Moutong (Parmout) Asmir
Ntosa menyangkan adanya
pungutan yang dilakukan
sejumlah oknum warga desa
setempat terhadap mobil truck
yang bermuatan saat melewati
jembatan bely di Desa Dolaga
Kecamatan Parigi Selatan
Kabupaten Parmout.

“Apa pun bentuknya pungutan

itu tidak dibenarkan karena .

jembatan bely itu adalah
jembatan dan jalan negara,”

ujar Asmir Ntosa ditemui di
kantor Dekab Parmout, Senin
(6/5/2013).

la mengatakan bahwa
larangan melakukan pungutan
di jembatan bely tersebut, secara
tegas juga sudah disampaikan
oleh pihak Kementerian PU
dan Balai Jalan dan Jembatan.
Sehingga, apa pun bentuknya,
pungutan itu tidak dibenarkan.

Seharusnya kata Asmir,
Pemerintah Kabupaten (Pemkab)
Parmout harus peka terhadap

kondisi yang terjadi di jembatan
tersebut dan segera menindak
tegas dengan melakukan teguran
pada sekolompok oknum warga
yang melakukan pungutan
kepada para sopir truck. Apa
lagi nilai pungutan dalam jumlah
yang sudah cukup banyak.
Pemkab dalam hal ini sebagai
pelaksana pemerintahan harus
bertindak cepat dan bisa
mencarikan solusi agar tidak
ada lagi pungutan yang sama di
jembatan bely tersebut. T1a




